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BUPAT! BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGA]I KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTARBILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Peraturan

1.

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Sistem Alcuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan;

bahwa untuk mengoptimalkan penerapan SAKIP guna
peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan, perlu pedoman penyusunan dokumen
SAKIP yang berlaku secara internal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undeng Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966;

Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);
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12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tzhun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomaor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undeng Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahian Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Normor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Tndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn
Informesi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan {Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663):

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Menetapkan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

16.

17.

18,

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 20386);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4
Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepualaun Tahun 2015 Nomor 4)

MEMUTUSEKAN:

L]

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAJ.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

=
2.

Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulavan.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah Yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
sclaku pengguna anggaran/barang,

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penectapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada
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instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

7. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah diamsnatkan para pemangku kepentingan
dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan  sasaran/target lkinerja yang telah ditetapkan
melalui iaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodilc. :

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang

telah atau hendak dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukaur.

9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendulkung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

10.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

11.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau  keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.,

12.Kegiatan adalah bagian daai program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa unit kerja pada SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya bailk yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk
peraiatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

13.Program adalah penjabaran kebiiakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

14.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.

15.Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome]
dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan
oleh satuan kerja/SKPD.

16.Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari
suatu sasaran yang telah ditentukan.

17.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran
(output] dari snatu kegiatan yang terkait secara logis dengan
indikator kinerja program.

18.Indikator Kinerja Utama adalah wukuran keberhasilan
crganisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan
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ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

19.Rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang
seianjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20.Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun.

21.Rencana kinerja tahunan adalah dokumen perencanaan
ldnerja untuk periode 1 (satu) tahun.

22.Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yvang berisikan
penugasan dari kepala daerah kepada Kepala SKPD untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.

23.Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar,
rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah ditetapkan.

24.Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
Program dan Kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja
SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

25.Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

26.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan delam rangka
pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran  Pendspatan dan Belanja Daerah
(APBN/APBD).

27.Tim Verifixasi Dokumen SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang
bertugas melakukan verifikasi terhadap keseluruhan
dokumen SAKIP yang telah disusun oleh pemerintah daerah
dan SKPD.

28.Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan adalah tim yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah
daerah dan SKPD.

29.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah unsur perencanaan penyelengaraan

pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati
Banggai Kepulauan.
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BAB II
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah untuk

optimalisasi penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang
jelas, terukur dan efektif.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah untuk
dipergunakan sebagai acuan bagi pe.nerintah daerah dan SKPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam

menyusun dokumen SAKIP guna peningkatan akuntabilitas
kinerja.

BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah dan SKPD wajib menyusun seluruh
dokumen SAKIP,

{2) Untuk kelancaran penyusunan dokumen SAKIP tingkat SKPD
maka setiap SKPD perlu membentuk tm penyusunan
dokumen SAKIP SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala SKPD.

(3) Penyusunan dokumen SAKIP tingkat pemerintah daerah
dilaksanakan oleh tim penyusun dokumen SAKIP Kabupaten
Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

(4) Keselurihan dokumen SAKIP yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) sebelum
ditetapken terlebih dahulu akan diverifikasi oleh Tim
Verifikasi Dokumen SAKIP Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 5

Dolkumen SAKIP melipudi :
rencana strategis;
rencana kinerja tahunan:
perjanjian kinerja;
pengukuran kinerja; dan
pelaporan kinerja.
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Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD sebagai dokumen
perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

(2) Penyusunan RPJMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(3) Setiap SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dengan
berpedoman pada RPJMD.,

(4) Penyusunan rencana strategis SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

(1) RRIMD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam
menyusun indikator kinerja utama tingkat pemerintah daerah.

(2) Rencana strategis SKPD menjadi pedoman SKPD dalam
menyusun indikator kinerja utama tingkat SKPD.

(3) Indikator. kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

(4} Indikator kinerja utame sebagaimena dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) untuk tingkat pemerintah daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan tingkat SKPD
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(5) Penyusunan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Kinerja Tahunan

Pasal 8

(1) Pemerintah daerah dan SKPD menyusun rencana kinerja
tahunan sebagai dokumen perencanaan kinerja untuk periode
1 (satu) tahun.

(2) Rencana kinerja tahunan tingkat pemerintah daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan
berpedoman pada RPJMD.

(3) Rencana kinerja tahunan tingkat SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berpedoman pada
rencana strategis.

(4) Rencana kinerja tahunan tingkat SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan RKA.

(S) Formulir rencana kinerja tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ayat (2) ayat (3] dan ayat (4) tercantum dalam
Lampiran |1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keempat

Perjanjian Kinerja
Pasal 9

(1) Setiap SKPD menyusun RKA yang ditetapkan dalam DPA.
(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyusunan perjanjian kinerja.
Pasal 10

(1) Setiap SKPD menyusun lembar/dokumen perjanjian
kinerja dengan memperhatikan DPA.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan
target kinerja,

(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (2)
memenuhi kriteria sebagai berikut:

spesifik (specific);

dapat terukur (measurable);

dapat dicapai (attainable);

berjangka waktu tertentu (time bound); dan

dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

. 8h ok

Pasal 11

(1) Untuk mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setiap SKPD menvyusun
lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan
indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja
kegiatan dan/atau indikator kinerja utama SKPD.

(2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan
setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

(3) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati oleh Kepala Daerah
dan Kepala SKPD.

(4) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Bappeda paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 12

(1) Pemerintah daerah menyusun perjanjian kinerja dalam
bentuk lembar/dokumen perjanjian kinerja  tingkat
pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Kepala Daerak..

(2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan
setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

(3) Lembar/dokumen perianiian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden
melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan




Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (dga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Pasal 13

(1) Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimalsud
dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 memuat pernyataan
dan lampiran formulir perjanjian kinerja yang mencantumkan
sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan
anggaran.

(2) Format pernyataan dan  formulir perjanjian  kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Setiap Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan
pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian
kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan wuntuk masing-
masing kinerja SKPD.

Bagian Kelima
Pengukuran Kinerja

Pasal 15

(1) Pemerintah daerah dan SKPD melakukan pengulkcuran kinerja.,

(2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai hasil pengelolaan data kinerja.

(3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mencakup:

a. penetapan data dasar (baseline data);

b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan
dan registrasi;

c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan

d. pengkompilasiandan perangkuman.

(4) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
ayat (2) dilakukan dengan menggunakan indiketor kinerja
yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian
kinerja.

(5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan dengan cara:

a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target)
kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen
perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
tahun berjaian;

b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan
tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima)

tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis
ST DM
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Pasal 16

(1) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 15,
dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap
capaian realisasi kinerja.

(2) Pengulcuran kinerja triwulan tingkat Pemerintah Daerah dan
SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim
Moenitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan paling lambat Minggu I
setelah triwulan berakhir. _

(3) Pengukuran kinerja tahunan tingkat Pemerintah Daerah dan
SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Tim
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah tahun anggaran berakhir,

(4) Formulir pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampirau. [II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan deri Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja

Pasal 17

(1) Setiap SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja
atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan
Anggaran yang telah dialokasikan.

(2) Laporan kinerja SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah
melalui Bappeda paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

, Pasal 18

Berdasarkan laporan kinerja SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, Kepala Daerah menyusun laporan kinerja
pemerintah daersh dan menyampaikannya kepada Gubernur,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berskhir,
Pasal 19

(1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan
Pasal 18, berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan
dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

(2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang
dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit menyajikan informasi tentang :

a. pencapaian tujuan dan sasaran SKPD;

b. realisasi pencapaian target kinerja SKPD:;

C. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program

-10-




sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja @
(lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencans:
Strategis SKPD.

Paszal 20

Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 17
pasal 18 dan pasal 19 tercantum dalam Lampiran IV yan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Setap SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan tuga
pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun lapora
kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pad
Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepad
Kepala Daecrah dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(3) Kepala Daerah menyiapkan laporan kinerja gabunga
berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjas
pelaksana kegiatan tugas pembantuan dan selanjutny
menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terka
serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangar
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 9 Pebruar/2016

BUPATI BANGG

OSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 10 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Yok
SUDIRMAN SALOTAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2016 NOMOR. 7
A1
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. LAMPIRAN]

' PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

| NOMOR 7 TAHUN 2016

& TENTANG

¥ PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

.~ A. KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja

pemerintah daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan

SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD untuk

periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Tahunan. Adapun

komponen rencana kinerja meliputi:

1. Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan
pemerintah derah adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen
RPJMD dan rencana kinerja tahunan pemerintah derah adalah
sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra SKPD.
Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada
tahun yang bersapgkutan beserta indikator dan rencana tingkat
capaiannya (targetnya),

2. Indikator Kinerja Sasaran
Indikater kinerja sasaran adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif
yang mengambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran,
Indikator kinerja sasaran hendaknya memenuhi kriteria SMART, yaitu:
- Specific: tidak berdwimakna:

- Measurable : dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau

parameternya;

- Achievable : dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya

(domainnya) dan dalam kendalinya (Controllable);

- Relevance : terkait langsung dengan (mereprensentasikan) apa yang

akan diukur;

- Time Bound : mengacu atau menggambarkan kurun wakiu tertentu.
Indikator kinerja sasaran akan menggambarkan ukuran outcome yang
akan dicapai atau selcurang-kurangnya output penting yang dihasilkan.

3. Target Kinerja Tahunan
Target kinerja tahunan adalah rencana tingkat pencapaian tahunan
yang dikehendaki secara kuantitatif, dengan satuan ukur indikator
kinerja yang relevan.

B. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen Rencana Kinerja sebagaimana diuraikan diatas dituangkan
dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tingkat pemerintah
daerah sebagai berikut:

CONTOH FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 20XX
TINCKAT PEMERINTAU DAERAH
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ]

0] 2) 3) (4] |




Salakan,

B BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

U &  Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:
B 1) Pada kolom 1 diisi dengan nomor urut;
3 2) Pada kolom 2 diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang
bersangkutan;
Misal : Meningkatnya pendapatar: petani
3) Pada kolom 3 diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan;
Misal : - Persentase peningkatan pendapatan tani
- Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam
4) Pada kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Misal : - 5%

- 1 Ton

Dokumen Rencana Kinerja sebagaimana diuraikan diatas dituangkan dalam
Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tingkat SKPD sebagai berikut:

CONTOH FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SKPD

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 20XX

LI TINGKAT SKPD
l NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET |
LI 0 @) @ @)
J
J Salakan, ....... 20XX
Kepala SKPD,

Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom 1 diisi dengan nomor urut;

2) Pada kolom 2 diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan
dokumen Renstra SKPD atau kondisi terakhir yang seharus terwyjud pada
tahun bersangkutan;

Misal : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

e




b

3)

Pada kolom 3 diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
SKPD yang relevan dengar. sasaran strategis SKPD atau kondisi yang ingin
diwujudkan;
Misal : - Persentase peningkatan produksi padi

- Persentase peningkatan produksi jagung

- 4) Pada kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
; secharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut berdasarkan masing-
masing indikator kinerja sasaran strategis SKPD.
I Misal : - 10%
, - 2%
:'. Hubungan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan tahunan
- (RKT) dapat dilihat dibawah ini :
: INDIKATOR TARGET KINERJA pA| Form Renstra |
1 NO. | TUJUAN | SASARAN KINERJA : k . 2 —
3 ] £l B 4l (5) ) (7) {8) © |
k. wmya S ———— 1|
] Produksi . faii :
E: Tanaman Em ki |
i ga - Persentase '
3 produksi .
| jagung | i i N
: Form RKT
NO. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
[ 2 3 (4) |
1 |Meningkatnya Produksi |- Persentase peningkatan produksi padi |
Tanaman Pangan - Persentase peningkatan produksi jagung | |
- Keterangan :

Sasaran yang ada di Renstra dijadikan Sasaran strategis dalam RKT,
Indikator Kinerja Sasaran yang ada di Renstra dijadikan Indikator Kinerja
Sasaran strategis dalam RKT,

Target kinerja jangka menegah dalam Renstra di breakdouwn menjadi
target kinerja tahunan dalam RKT.

RKT SKPD yang telah disusun dijadikan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Hubungan dokumen
Renstra dengan RKA dapat dilihat dibawah ini :

Form RKT
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)

1 | Meningkatnya - Persentase peningkatan produksi padi 10%
Produksi Tanaman - Persentase peningkatan produksi jagung 5%
Pangan

Form RK A
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TARGET
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA KINERJA

CAPAIAN FROGRAM |

LYY TTLF A LY E
MAISUKAN

KELUARAN ' =




HASIL

- Persentase peningkatan produksi padi 10
; %
- Persentase peningkatan produksi jagung 5%

Keterangan :
1. Indikator Kinerja Yang ada pada RKT dijadikan R
indikator hasil pada RKA. Ja tolak ukur kinerja

A8 2+ mge‘t i 1 pﬂda RH'I" mﬁkd " [ =
b Eaaﬂ pﬁk:iamn ) G own menjadi target kinerja indikator

BUPATI BANGGAI KEPYLAUAN,
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. PERATURAN BUPATI BANNGGAI KEPULAUAN

~ NOMOR "} TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGA] KEPULAUAN

PERJANJIAN KINERJA

£ A PENGERTIANPERJANJIAN KINERJA |
e Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
. penerima amanah dan kesepakatan antara pencrima dan pemberi amanah
E atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
: serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada ldnerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome)yangseharusnya terwujud akibat kegiatan
_-"_'=.-_¢ tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja vyang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya. ;

- B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

: 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

R sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
o sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk mel

akukan monitoring,

cvaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja
penerima amanah;

S. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A s S

©  C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
[ 2 1. Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja
6 a.Pemerintah Daerah

1) Pimpinan Tertinggi (Bupati)
Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian kinerja tingkat
; Pemerintah Daerah ditanda tangani ol=h Bupati.
£ 2) Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD)
L Perjanjian kinerja ditingkat SKPD disusun oleh Kepala SKPD
o8 kemudian ditanda tangani oleh Bupati dan Kepala SKPD
; b. Selain yang diatur di atas, Bupati dapat memperluas praktek
penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal.

2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja
Perjanjian kinerja harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah
dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.




3. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama vang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondis; yang seharusnya,

tanpa mengesampirigkan indikator lain yang relevan,

a. Untuk tingkat Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan
menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta
menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan
indikator kinerja lain yang relevan.

b, Untuk tingkat SKPD sasaran yang digunakan menggambarkan
outcome/output penting serta menggunakan Indikator Kinerja
Utama SKPD dan indikator kinerja lain yang relevan.

D. FORMAT PERJANJIAN KINERJA
Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2(dua) bagian,
yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja,
Selain itu harus jugs diperhatikan muatan yang disajikan dalam
perjanjian kinerja tersebut.
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:
a. Pernyataan untul mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun
tertentu;
b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
Contoh Pernyataan Perjanjian Kinerja:
1) Tingkat Pemerintah Daerah terdapat pada halaman 4 lampiran ini
2) Tingkat SKPD terdapat pada halaman 5 lampiran ini
3) Tingkat Unit kerja pada SKPD terdapat pada halaman 6 lampiran
ini.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Lampiran Perjanjian Kinerja merupaksn bagian yang tidak terpisahkan
dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam
lampiran  perjanjian kinerja  disesuaikan dengan tingkatnya,
sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut:
Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja:
1) Tingkat Pemerintah Daerah terdapat pada halaman 7 lampiran ini
2) Tingkat SKPD terdapat pada halaman 8 lampiran ini
3] Tingkat Unit kerja pada SKPD terdapat pada halaman 9 lampiran
ini
3. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya
didukung oleh dana dalam rangka tugas pembantuan, harus

memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi
alokasi dana-dana tersebut.

E. REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi
kondisi sebagai berikut:
* Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

* Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

* Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

LOGO PEMKAB BANGKEP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ................

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama
Jabatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah seperti
¥ang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Salakan, Januari 20XX
Bupati Banggai Kepulauan,
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SKPD

LOGO PEMKAB BANGKEP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

| Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama:

1 Jabatan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi
Salakan, Januari 20Xx
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Bupati Banggai Kepulauan Kepala SKPD
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA

LOGO PEMKAB BANGKEP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama ¥

Jabatan r

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama:

Jabatan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
suai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kin

erja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Salakan, Januari 20XX
. * Pihak Kedua,

B Pihak Pertama,

Atasan Kepala Unit kerja SKPD Kepala Unit Kerja SKPD
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CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
No. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target
(1) (2) (3) (4)
- T T Ty T P, Rp ‘en -
J 2"'”“““"“"“"H“" Rp e RN R e R e

Salakan, Januari 20XX
Bupati Banggai Kepulauan,

( )

enjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

Pada kolom (1) diisi no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atayu
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun
bersangkutan;

Misal : Meningkatnya pendapatan petani

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
dari Pemerintah Daerah y

ang relevan dengan sasaran atau kondisi yang

ingin diwujudkan;
Misal : - Persentase peningkatan pendapatan tani

- Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam
Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;
Misal: - 5%

- 1 Ton
Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang
terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
Misal : Program Peningkatan produksi tanaman pangan
Pada kolorn Anggaran dijsi dengamn besaran anggaran yang dialokasikan
untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
Misal : Rp. 6.500.000.000,-

yang
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CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
TINGKAT SKPD
Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target _|
(2) (3) ; (4)
Program Anggaran Keterangan
........................... =4 o
S
Salakan, Januari 20XX
Bupati Banggai Kepulauan, Kepala SKPD,
RO e 1) Brassaasiaibsinmens )

3)

4

S)

6)

‘1) Pada kolom i1) diisi no urut;
'2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atay

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada
bersangkutan:
Misal : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
divujudkan:
Misal : - Persentase peningkatan produksi padi

- Persentase peningkatan preduksi jagung
Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang
seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut;
Misal: - 10%

- 5%
Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan
Sasaran strategis;
Misal : Program Peningkatan produlksi tanaman pangan
Pada kolom Anggaren diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan
Pada program tersebut;
Misal : Rp. 6.500.000,000,-
Pada kclom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting,
misalnya proporsi sumber dana (APBD, APEN Tugas Pembantuan) dan
hal penting lainnya.

Misal : APBD = Rp. 4.500.000.000,- ( 69%) dan APBN Tugas Pembantuan
= Rp. 2.000.600.000,- {(31%).

tahun yang

akan dicapai atau




CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

3)

4)

o)

6)

TINGKAT UNIT KERJA SKPD
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
TINGKAT UNITKERJA SKPD
: N
Sasaran Program/Kegiatan IndikatorKinerja Target
(2) (3) (4)
|
Kegiatan  Anggaran
" Rp. "
Rp.
Salakan, Januari 20XX
Atasan Kepala Unit Kerja SKPD Kepala Unit Kerja SKPD

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;
~ 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran

program /kegiatan unit kerja atau
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang
bersangkutan setelah dilaksanakannya program/kegiatan tersebut:
Misal : Tersedianya sarana produksi pertanian

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
dari unit kerjayang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang
ingin diwujudkan;

Misal : Jumlah pestisida yang disediakan

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;

Misal : 4.350 liter

Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun
tersebut;

Misal : Penyediaan sarana produksi pertanian

Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh

unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.

Misal : Rp. 750.000.000,-
Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra
SKPD yang merupakan rencana jangka menengah(lima tahunan) yang
dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan RKT tersebut maka
diajukan anggaran yang dibumhkan untuk membiayai RKT tersebut
dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).Berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang telah disctujui anggarannya dalam bentuk Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja
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~ yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan

kinerja seperti yang telah direncanakan. Hubungan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dengan Perjanjian Kinerja dapat cilihat dibawah ini :

o i :"3__' i

Form DFA
PROGRAM 2.01.2.01.01.19 -Program Feningkatan produksi tanaman pangan
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINER.JA
CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN Rp. 4.500.000.000,-
KELUARAN |
HASIL -Persentase peningkatan produksi padi 10 % '
l -Pergentase peningkatan produksi jagung 5 %
Form Perjanjian Kinerja SKPD
{no | sasaran sTRATEGIS INDIKATCR KINERJA TARGET
4 (2) (3) (4)
1 1. | Meningkatnya -Persentase peningkatan produksi padi 10 %
Froduksi Tanaman -Persentase peningkatan produksi jagung 3 %
Pangan
, Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 4.500.000.000,- APBD

!..;é Keterangan

1. Tolak ukur indikator kinerja hasil pada DPA dijadikan Indikator kinerja
pada Perjanjian Kinerja.

2. Target kinerja hasil pada DPA dijadikan target pada Perjanjian Kinerja.

3. Nama Program pada DPA dijadikan Nama Program pada Perjanjian
Kinerja.

4. Target kinerja masukan pada DPA dijadikan Anggaran pada Perjanjian
Kinerja.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini akan dilakukan

pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dan SKPD serta dilaporkan

dalam suatu Laporan Kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja (L).J).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
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ENTANG
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EMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGA] KEPULAUAN

X

PENGUKURAN KiNERJA

. KERANGKA PENGUKUR KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah
~ ditetapkan pada perjanjian kinerja. Pengukuran dimaksud merupakan

__  hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada

. kelompok indikator kinerja ditingket sasaran strategis. Pengukuran

~ dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja melalui  dua

sumber,yaitu:(1) data internal, berasal dar sistem informasi yang
diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar

- instansi baik data primer ;:ua.upun data sekunder.

Pengukuran kinerja dilalcukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang
dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam

; rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;

e, Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun
berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.,

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan

tahunan terhadap capaian realisasi kinerjasesuai dengan formulir

pengukuran kinerja triwulan dan tghunan.

- FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja sebagai mana diuraikan diatas dituangkan dalam
Formulir Pengukuran Kinerjatingkat Pemerintah Daerah dan SKPD
sebagai berikut: '




CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

PENGUKURAN KINERJATAHUN 20XX
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR Yo
SASARAN STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
i2) (3) (4) ] {6)
Program Anggaran Realisasi Anggaran
B RTINS N s 174 1 RS — | o ¢ R SN
Salak'allg ITEREEL] 20xx
Bupati Banggai Kepulauan,

1} Pada kolom (1) diisi no urut;
Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah arau
 kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang
- bersangkutan;

Misal : Meningkatnya pendapatan petani
Pﬂﬁa kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
. dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang

~ Misal: - Persentase peningkatan pendapatan tani

' - Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapaioleh Pemerintah Daerah;

- Misal: - 5%

- 1 Ton

 Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator

W Misal:- 4%
' - 1Ton




CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

PENGUKURAN KINERJATAHUN 20XX
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

. INDIKATOR %
B . | NO | SASARAN STRATEGIS ety TARGET REALISASL | C,oeian
J L 2] (3) (4) (5) 6]
' Program. Anggaran Realisasi Anggaran
l L e~ S e R svtsrsrmrm. BCD. s i
Salakan, .......20XX

Bupati Banggai Kepulauan,

enjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:
Pada kolom (1) diisi no urut;
) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun vyang
bersangkutan;
. Misal : Meningkatnya pendapatan petani
B Pada kolom (3) diisi dengen indikator kineria utama dan indikator lsin
dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang
ingin diwujudkan;
Misal : - Persentase peningkatan pendapatan tani
: ¢ - Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam
4 Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
~ seharusnya dicapaioleh Pemerintah Daerah;
"~ Misal: - 5%
o - 1Ton

Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator
kinerja,




Pada kolom (6) diisi dengan angka persentase pencapaian target darl
' masing masing indikator kinerja (realisasi/ targetx100)%;
- (4%/5%x100)%=80%
- (1ton/ 1tonx100)%=100%
*Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang
[' terkait dengan sasaran vang akan dicapai;
* Misal : Program Peningkatan produksi tanaman pangan
. Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan
“ untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
- Misal : Rp. 6.500.000.000,-
jPada kolomn Realisasi anggaran diisi dengan besaran anggaran yang
i wt:l:gun:alﬂam untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
 ‘Misal : Rp. 6.000,000,000,-

_i 3

REALIEAS! REALISAS!
Ry BASARAN | INDIKATOR B/D o
D | 1 TARGET FERMASALAHAN SOLUS]
A STRATEGIS HKIMNERJA I n i1} M | TRIWULAN | CAPALAN

-

%

TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
@ =) i) s @ ||| @ ) {10} {11 (12

L 5,
‘ CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN
. TINGKAT PEMERINTAH DAERAH
- PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN XX TAHUN 20XX
1
1L
jelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:
] Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau
’ kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang
 bersangkutan;
Misal : Meningkatnya pendapatan petani
Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang
ingin diwujudkan;
Misal : - Persentase peningkatan pendapatan tani
- Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam
Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;




Misal: - 5%
- 1 Ton
Pada kolom (5) s/d kolom (8) diisi dengan realisasi kinerja yang telah
~dicapai pada masing-masing triwulan (I, I, IIl dan IV)dari masing-masing
~ indikator kinerja;
Misal:- TWI=1% TWIl=1%; TWII = 1% TWIV = 1%:;-
- TWI=0ton; TWII =0,5 ton; TWIIl =0 ton; TW IV = 0,S ton;
Pada kolom (6) diisi dengan realisasi kumulatif kinerja yang telah dicapai
mulai dari triwulan T sampai dengan triwulan IV dari masing-masing
indikator kinerja;
Misal : - TWIs/d TW IV = 4%;
- TWIs/d TWIV = 1 ton;
Pada kolom (7) diisi dengan angka persentase pencapaian target dari
masing-masing indikator kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan
triwulan IV (realisasi (TW 1 s/d TW IV)/targetx100)%;
Misal : - realisasi (TW, I s/d TW IIl) = 3%, maka% capaian =
(3% / 5%x100)%=60%
- realisasi (TW I s/d TW III) = 0,5ton, maka % capaian =
(0,5ton/ 1tonx100)%=50%

Pada kolom (8) diisi dengan permasalahan yang terjadi terhadap
~ rendahnya realisasi kinerja;

Pada kolom (9) diisi dengan uraian solusi penyelesaian permasalahan
yang terjadi.

CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SKFPD

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20XXTINGKAT SKPD

INDIKATOR e
SASARAN STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI | 4pira
(2) (3) (4) _(5) (<]
|
Program Anggaran Realisasi Anggaran  Keterangan
....................................... 7« SRRGRCIE T+ L SR e
Salakan, ....... 20XX




Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:
11 Pada kolom (1) diisi no wut;

Fa
-_—

i

o

.-..LI

(el

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atay
kondisi terakhir yang seharusnva terwujud  pada tzhun yang
bersangkutan;
Misal : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan;
Misal : - Persentase peningkatan produksi padi
- Persentase peningkatan produksi jagung
Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebiut;
Misal : - 10%
- 3%

Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator
kinerja; '
Misal : - 8%

- 5%
Pada kelom (6) diisi dengan angka persentase pencapaian target dari
masing-masing indikator kinerja (realisasi/targetx100)%;
Misal : - (8%/10%x100)%=80%

- (5% 5%x100,%=100%
Pada kolom (7) Prograra diisi dengan nama program yang terkait dengan
sasaran strategis;
Misal : Program Peningkatan produksi tanaman pangan
Pada kolom (8) Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan
pada program tersebut;
Misal : Rp. 6.500.000.000,-
Pada kolom (9) Realisasi anggaran diisi dengan besaran anggaran yang
digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
Misal : Rp. 6.000.000.000,-

10) Pada kolom (10) Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang

penting, misalnya realisasi sumber dana(APBD, APBN Tugas
Pembantuan) dan hal penting lainnya.

Misal : realisasi APBRD = Rp. 4.000.000.000,- dan realisasi APBN Tugas
Pembantuan = Rp. 2.000.000.000,-




CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN

TINGKAT SKPD
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN XX TAHUN 20X¥
| TINGKAT SKPD
! REALISAS] REALISAS]
SASARAN INDIKATOR | ! s/D % 1

| STRATEGIS KINERJA t | on | m | | TRwuean | capatay | TERMASALAHAN | SOLUSI
1IN

2 3 ) S| ® | @ | ® ] (10 (11 | 0y

pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:
Pada kolom (1) diisi no urut;
Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atau
. kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang
- bersangkutan;
- Misal : Meningkatnya'Produksi Tanaman Pangan
Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
. diwujudkan;
 Misal: - Persentase peningkatan produksi padi
- Persentase peningkatan produksi jagung
Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja vang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebuc;
Misal: - 10%
| - 5%
5} Pada kolom (5) s/d kolom (8) diisi dengan realisasi kinerja yang telah
. dicapai pada masing-masing triwuian (I, II, IIl dan IV) dari masing-masing
indikator kinerja;
Misal : - TW I = 0%; TW II = 4%; TW III = 0%; TW IV = 4%:
- TWI=0%; TWII = 2,5%; TW III = 0%; TW IV = 2,5%;
Pada kolom (6) diisi dengan realisasi kumulatif kinerja yang telah dicapai
mulai dari triwulan | sampai dengan triwulan IV dari masing-masing
indikator kinerja;
~ Misal:- TW1s/dTW IV = 8%,
- TWIs/d TW IV = 5%;




7) Pada kolom (7) diisi dengan angka persentase pPencapaian target dari
masing-masing indikator kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan
triwulan IV (realisasi (TW I s/d TW V) /targetx100)%;
Misal ; - realisasi (TW 1| sfd TW III) = 4%, maka % capaian
(4%/ 10%x100)%=40%
- realisasi (TW I s/d TW ) = 2,5%, maka
(2,5%/5%x100)%=50% |

Pada kolom (8} diisi dengun permasalahan yang terjadi terhadap
rendahnya realisasi kinerja;

AR S e AT

% capaian =

Pada kolom(9) diisi dengan uraian solusi penyelesaian permasalahan yang
terjadi,

CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TINGKAT SKPD

e T

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 20XX

TINGKAT SKPD
SR % PENCAPALAN |
i PR INOIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI TARGET | KET
(2) (3) (4] (5] (6] (7) (8) = (6)/(5]*100% | (9]
Salakan, ....... 0
Kepala SKPD,
Frjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:
Pada kolom (1) diisi derigan nomor urut;
Pada kolom (2) diisi dengan nama Program;
Pada kolom (3) diisi dengan nama Kegiatan dalam lingkup program;
Pada kolom (4) diisi dengan  Indikator kinerja  kegiatan

berdasarkankelompok masukan, keluaran dan hasil;

Pada kolom (5) diisi dengan Satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan:
Pada kolom (6) diisi dengan nomor urut;

Pada kolom (7) diisi dengan nama Program;

Pada kolom (8) diisi dengan nama Kegiatan dalam lingkup program;

Pada (8] diisi dengan Indikator kinerja kegiatan berdasarkan
kelompok masukan, keluaran dan hasil;

TN —

Eo LN ]




Kinerja yang telah disusun dijadikan sebagai pedoman dalam

Kinerja. Hubungan Perjanjian Kinerja dengan Pengukuran
ja Triwulan dan Tahunan dapat dilihat dibawah inj :

Form Perianiian Kineria I

ASARAN STRATEGIS INDIXATOR KINERJA TARGET
: (2) (3) {4)
ening] atnya -Persentase peningkatan produksi padi 10 %
i Tanaman J -Persentase peningkatan produksi jagung S %
Program Anggaran Keterangan
ogram Peninglatan produksi tanaman pangan Rp. 4.500.000.000,- APBD

Form Pengukuran Kinerja

1 KEALISASI REALISASI J
INDIKATOR s/D % PERMASALA
KINERJA oz (R T (P IV | TRIWULAN | cAPALAN wan | O
1N |
(3) (%) (5) {5) (7] i8) (9) (10) (11) (13)
- Peraentase 18 % 0 4 0 4 8 80
peninglatan
produksi padi
- Persentase 5% G 125 o |25 5 100
peningkatan
produksi
_Jagung

Sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja dijadikan sasaran strategis
. pada pengukuran kinerja.

2. Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dijadikan indikator kinerja
; pada pengukuran kinerja,

o I:E. Target pada Perjanjian Kinerja dijadikan target pada penguluran
kinerja.

Hubungan antara Perjanjian Kinerja dengan Pengukuran Kinerja
- Tahunan sebagai berikut :

X =

= L
a.s

Form Perianiian Kineria
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
@ @ (4)
-Persentase peningkatan produksi padi 10 %
| Produksi Tanaman | -Persentase peningkatan produksi jagung 5% |
Angparan Keterangan

32 Program Peningkatan produlksi tanaman pangan Rp. 4.500.000.000,- APED




Form Pengukuran Kinerja
SASARAN .
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | % CAPAIAN
(1) (2) (3) ) (5) (6) f
1. | Meningkatnya | - Persentase peningketan 10 % 8% 80 |
Produksi produksi padi
Tanamen -Persentase peningkatan 5% 5% 100
_ Pangan produksi jagung I ! |
Keterangan :
1. Sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja dijadikan sasaran strategis
pada pengukuran kinerja.
2. Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dijadikan indikator kinerja
pada pengukuran kinerja.
3. Target pada Perjanjian Kinerja diiadikan target pada pengukuran
kinerja.

BUPATI BANGGAI KEPUYAUAN s

LAOSA
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NOMOR 7 TAHUN 2016
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PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PELAPORAN KINERJA

A. PENGERTIAN PELAPORAN KINERJA
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran, Hal terpenting yang diperlukan dalam
Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan (disclosurejsecaramemadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi

instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya,

1. Uraian singkat organisasi:

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau
hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya
terwujud. Analisis inij juga mencakup atas efisiensi Penggunaan

sumber daya. (Contoh Format laporan kinerja terdapat pada
halaman 2 lampiran ini)

D. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

Kepala SKPD meryusun  laporan  kinerja tahunan berdasarkan
perjanjian kinerja yan

g disepakati dan menyampaikannya kepada
Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran beralkhir.
Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah

berdasarkan  perjanjian kinerja  yang ditandatangani
menyampaikannya  kepada Gubernur, Menteri  Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.Bupati dapat menetapkan suatu petunjuk
pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan
pelaporan kinerja.

dan
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Bab I

Pada bab ini disajikan penjelasan um

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berilaut:
Pendahuluan

um organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utamafstrategi cissued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hesil pengukuran kinerja organisasi. Untuk sctiap
pernyataan  kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:

; 8

2.

L

Membandingkan antare target dan realisasi kinerja tahun
ini;
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;

. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;

. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika adaj;
. Analisis penyebab kehcrhﬂ.silanjkegaga.lan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi
yang teleh dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis program/kegiatan Yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian permyataan kinerja.

Contoh penyajian capaian kinerja organisasi dalam bentuk

tabel, sebagai berikut :
TAHUN
REALISASI % |REALISA| TARGE
NO| SASARA INDIKATO [SAT TARG | REAL'SA| CAPAIA | SIs/d T
N B i ol o | oy e TAHIIN | ARETER |
1 2 3 4516 [ 7 8 9 10 11
V-2




Meningkat| -Persentase

nya
Produksi
Tanaman

peningka
produksi
padi

- Persentase

pe
produksi
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10 8 80

22

14

40

25
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B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Pada sub bab ini
digunakan dan yang telah digun
kinerja organisasi sesuai dengan d

diuraikan

Ket : Tahun [n) = Tahun berakhirnya pelaksanaan Anggaren atsu tahun pelaporan kinerja.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas

organisasi serta langkah di
dilakukan organisasi untuk me

Lampiran:

1). Perjanjian Kinerja
2). Lain-lain yang dianggap perlu

realisasi anggaran yang
akan untuk mewujudkan
okumen Perjanjian Kinerja.

capaian kinerja

masa mendatang yang akan

ningkatkan kinerjanya.

BUPATI BANGGAI KE

IA LAOSA

UAN,
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